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BAB V 

KESIMPULAN 
 

Pengaturan perjanjian baku yang mengikat industri P2P lending terdapat dalam UUPK, 

POJK P2PL, POJK 6/2022, serta SEOJK 13/2014. Pengaturan tersebut secara umum mengatur 

mengenai definisi, larangan dan kewajiban penyelenggara dalam mencantumkan perjanjian 

baku, sanksi dan konsekuensi. Selain diatur secara umum, ketentuan-ketentuan tersebut 

sifatnya seragam dalam arti ketentuannya mirip satu dengan yang lainnya. Perusahaan P2P 

lending yang tunduk terhadap hukum Negara Republik Indonesia, dalam menyusun dan 

mencantumkan perjanjian baku layanannya patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur 

dalam regulasi-regulasi tersebut. 

Dari tiga perusahaan perusahaan P2P lending yang dianalisis dalam bab pembahasan, 

ditemukan adanya pelanggaran atas ketentuan pencantuman perjanjian baku. Apabila ditinjau 

secara bersamaan, dari ketiganya terlihat pola-pola pelanggaran yang sama dilakukan oleh 

perusahaan satu dengan yang lainnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut mencakup; 

pengesampingan kewajiban terkait dengan penyelenggaraan sistem yang baik dan andal; 

pengalihan kewajiban kepada konsumen berkaitan dengan penyelenggaraan sistem yang baik 

dan andal; pencantuman klausul yang menyebutkan bahwa pengguna menyetujui segala 

perubahan yang dibuat penyelenggara; mengurangi hak pengguna dalam melakukan 

penuntutan terhadap penyelenggara; mengalihkan kewajiban seluruhnya terkait risiko 

kegagalan pelaksanaan kewajiban antar pengguna; dan lain-lain. Antara satu pelanggaran 

dengan yang lainnya terlihat dilakukan oleh lebih dari satu perusahaan yang menjadi objek 

analisis penelitian ini. 

Dengan demikian, diperlukan penekanan pengaturan terkait dengan pencantuman 

perjanjian baku secara khusus untuk industri P2P lending. Namun faktanya, pengaturan 

perjanjian baku dalam POJK P2PL 2013 dihapus ketika peraturan tersebut diubah dengan 

POJK 10/2022 sehingga menempatkan pengaturan perjanjian baku industri P2P lending hanya 

pada aturan umum pelindungan konsumen sektor jasa keuangan POJK 6/2022. Terdapat 

sejumlah peluang yang dapat diterapkan apabila perjanjian baku untuk P2P lending diatur 

secara khusus di POJK yang mengatur P2P lending. Beberapanya adalah; penegasan sanksi; 

penegasan larangan pengalihan dan/atau pengesampingan tanggung jawab; penegasan 

kewajiban penyelenggara akan sistem elektronik yang andal; penegasan larangan pemaksaan 

persetujuan untuk perubahan ketentuan; dan lain-lain. Dari aturan tersebut dapat juga sebuah 
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SEOJK baru yang mampu memberikan ketentuan teknis perjanjian baku khusus untuk P2P 

leniding. 
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